WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe kepada
Pemerintah, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota,
dan menginformasikan laporan penyelenggara Pemerintahan
Kota Lhokseumawe kepada masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
‘ rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2019,

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

\&I?oﬂesia Nomor 4109);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

\é?xsia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

\@apatan dan Belanja Daerah;




Menetapkan

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota  Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 berupa
Laporan Keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca,;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri atas:
a. Pendapatan Rp 864.499.598.942,55
b. Belanja Rp 873.465.604.518,45
c. Transfer Rp 0,00
Surplus/Defisit Rp (8.966.005.575,90)
d. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 26.959.045.994.79
2. Pengeluaran Rp 1.000,000.000,00

\Murplusmeﬁsit Rp 25.959.045.994,79




Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (14.723.998.197,14),- dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Rp. 922.536.203.518,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 864.499.598.942,55
c. Selisih lebih /(kurang) Rp. (58.036.604.575,45)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (75.029.644.994,34),- dengan rincian sebagai berikut:

4. Atggaran Belanya sstelah Rp.  948.495.249.512,79
perubahan

b. Realisasi Rp. 873.465.604.518.,45

c. Selisih lebih/(kurang) Rp.  (75.029.644.994,34)

3. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp. 16.993.040.814,89 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit setelah Rp. (25.959.045.994,79)
perubahan

b. Realisasi Rp. (8.966.005.575,90)

c. Selisih lebih/(kurang) RP. 16.993.040.418,89

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan setelah perubahan 5B 26.959.049,994,79
b. Realisasi Rp. 26.959.045.994,79
c. Selisih lebih/(kurang) RP. 0.00

S. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan Rp. 25.959.045.994,79
Pembiayaan Netto setelah
perubahan
b. Realisasi Rp. 25.959.045.994,79
c. Selisih lebih/(kurang) RP. 0,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019
sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 26.959.045.994.79
b. SILPA/SIKPA Rp. 16.993.040.418.89
c. Koreksi kesalahan Pembukuan  Rp. (191.133.000,00)
Tahun sebelumnya
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 16.993.040.418,89
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 1.839.921.956.062,94
b. Jumlah Kewajiban Rp. 16.071.470.937,91
c. Jumlah Ekuitas Dana. Rp. 1.823.850.485.125,03

N .




Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berukut :

a. Pendapatan-LO Rp. 815.358.833.662,57
b. Beban Rp. 718.452.933.668,68
c. Surplus/Defisit sebelum
pos luar biasa Rp. 96.905.899.993,89
d. Beban Luar Biasa Rp. 127.952.364,00
e. Surplus/Defisit Rp. 96.777.947.629,89
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut:
a. Saldo Kas Awal di Bendahara Umum
Daerah dan Kas di Bendahara Rp. 26.122.369.827,79
Pengeluaran per 1 Januari 2019

b. Arus Kas bersih dari

Aktivitas Operasi Rp. 195.100.403.414,10

c. Arus Kas bersih dari
Aktivitas Investasi Rp. (204.875.275.990,00)

d. Arus kas bersih
dari Aktivitas Pendanaan

e. Arus Kas dari Aktivitas
Non Anggaran

f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp. 15.576.105.615,89
Umum Daerah dan
Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp. 0,00

Rp. 0,00

g. Saldo Akhir per 31 Desember 2019 Rp. 17.049.566.270,89

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf f Tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 1.513.282.698.388.22
b. Surplus/Defisit-LO Rp. 96.777.947.629.89
c. Dampak Komulatif Perubahan Rp. 0,00

Kebijakan /Kesalahan Mendasar

- Koreksi Nilai Persediaan

- Selisih revaluasi Aset Tetap
d. Koreksi ekuitas lainnya Rp. 213.789.839.106,92
e. Ekuitas Akhir Rp. 1.823.850.485.125,03

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g memuat informasi secara kuantitatif atas pos-
pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
\&gian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari:
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Lampiran 1

Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Laporan Realisasi Tahun

Anggaran 2019;

Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi Tahun Anggaran 2019;

Rincian Laporan  Realisasi Anggaran
Menurut Organisasi, Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2019;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah
Untuk  Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara Tahun Anggaran 2019;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah /Perusahaan Daerah.






Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran
2019.

Pasal 12
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota

Lhokseumawe.
Ditetapkan di Lhokseumawe
?‘7 pada tanggal 19 Austus 2020 M -
Dhulhyiah 1441 H
WALIKOT'A LHPKSEUMAWE, lb

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 AQustus 2020 M

29 phuhyjah 1441 H

RETARIS DAERAH

\ng)!’:‘A LHOKSEUMAWE, ’/

S "

T. ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 4
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI, (4/37/2020)
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